


DASAR KONSTITUSIONAL KEWENANGAN

Pasd 1 ayat (3) ULD 1945 : Indonesia adalah Negara Hkum

Pengasan ULD 1945 “Negara Indonesia berdasar atas Hkum (Rechisstaat), tidak berdasar atas
kekuasaan beldka (Machtsstaat)’.

Salah satu unsur dan Prinsip Negara Hikum “rechistaat’, asas legalitas (tindak tanduk pememiah
berdasarkan peraturan perundang-undangan)

T

Simber keweagen  dari Peraturan
Perundang-undaingan




PERINAL KEWENANGAN

Kenwenangen adalah kemampuan utk melakukan
tindakan hukumtertentu.

Tndekan huum adalah indakan yg dimaksuckan
utk menmbukan akibat hukum tertentu, den

mancaklp mengerda timbul dan lenyapnya
akibat hukum tertentul.

Deam baesa huum wewenag  tidak
sama agn kekuesaan (Bagir Manman).
Kekiessan hanya menggambakan  hek
utk berbuat atau tok berbuat Deam
hukum, wewerang sekaligus berarti hek
dan kewajban.

Deam negaa hikum, weneday
pememniahan berasal dan  peraturan
perundangundangan yg beriaku.,

e



SUMBER DAN CARA MEMPEROLEH WEWENANG

Secaa teoritik, kewenangan diperolen melalul 3 cara:

1. Atribusi, vyan pembeian  wenaay
pemeriniahan deh pembuet uu kepada. organ

2 Delegas, peimpahan wewerarg pememtahan
pememiahan kpd

3 Mandat, jka organ




BATAS-BATAS KEWENANGAN
Kenerergen dibatasi deh : materi tempe, canwekdL

Diuar batas-baias tersebut akan menyebabken orbevoegheid, yang melipui
- Tiokk bemereng karena materi (Onbevoeghed ratione: meterie)

- Tickk bewerang karera wisyeh hukunmya (Orbevosghed ratione loci)

- Tk bemereng karena wekiu (Orbevoeghed ratione tempors)




PERBEDAAN DELEGASIDGN MANDAT DPT DILIHAT SBB:

1. Dilihat dari  prosedur
peimpahan:

= Delegas © dari suatu

organ pemerniahan

kepeda organ lan dengan

peraturan peundang-
uncangan

= Mandet : daam hubungan
rutin atasan banahan,
dan tidak harus dengan
peraturan peundang-
undangan.

2. Dillhat dar tanggung jpwab
dan tlanggung gugat :
+ Dekges © Tagpuy
pneb  dn g
gugat  beralh  dar
delegans: kepech
delegataris
* Mandat : tanggung pwneb
cen tenggung guget tetap
Mandataris henya
bertindak uniuk dan atas
nama. mandans fpember
mandat

3 Kemugkden si pember
mengounaken  Wewerang
U lag) :

« Pabh ddegas
delegans tidak  dpt
mengounakan

weneragy
kecual ada pencabuian
con berpegang [ ases

“contranus actus’.

ity lag,

menggurekan  sendin
wewerag Vg
diimpahkan itu.




JENIS PENGATURAN KEWENANGAN OLEH UUD 1945

Kenwernangen Suatu Lembega Negara

Kewenangan Pememiah

Kenwenangan Mengaiur Lebh Lanut Materi Undang-Uncang
Kewenangen menafstrkan Kebuiuhan UJ oleh Pembenik LU

> WD




A. KEWNENANGAN SUATU LEMBAGA NEGARA (UUD 1945)

= Pasal 3 ayat (1) Maeis Pemusyanaraian Rakyet berwenang menguben ® Pasd 4 ayat (1): Presden Memeag
den menetepken UndengUnderg Desax. Keluesaan Pemetiniahan menuut ULD
: mmaya_tgzwwmm bawermg_mimﬂngkat ® Pasal 20 ayat (1): Denen Pevaldan Rakyat
, Mengu ran perundangundangan di undangrundaing
terhadap undangundang, dan mempunyal wewerarg lainnya yang memegay  keklesaen membeniik Undarg
diberkan oeh undangrundang. uncang.
o . N ® Pasd 22D; DD bahek Menggken R Ikut
= Pasal 24B ayat (1) Komis Yudisial bersifat mandin yang bemenang
mengusukan pengangkeian hekim agung dan mempunyal wenerarng lain Marteles RU den  penganesan  ates
cbbm rangka. merpga. din menegekkan kehomnetan, keluhuran martabat, pelaksanaan Wterkait daerah.
serta periaku hakim. ® Pasd 23E ayat (1): Kenerangen BPK: Unik
= Pasd 24C ayat (1) Metkamen Konstiusi bevenang mengadii peci tingkat memerksa pengeldan dan tlanggung pneb
pertama dan terakhir yang puiusannya bersifat final unik mengy) undang- teniang keuangen negara

lembaga negara yang kewenangamya diberikan oleh  UndanglUndang
Desar, memuus pembubaran partai politik, dan memuLs perselishan

tentang hasl pemiinan umum




B. KEWENANGAN PEMERINTAH

Tercanium dalam Pasal 18A

1)

2

Hubungan wewerang antara pemerniah pusat can pemenmniah daerah provingi, kaloupaten, dan kota aau
antara provinsi can kalbupaten dan kota, diatur dengan Undangrundang dengan memperhaiikan kekhususan
den keragaman daerah.

Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemariaian sumber daya alam dan sumber daya lannya antara
pememiah pusat dan pememiahan daerah diatur dan diaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan

undangrundang.




C. KEWENANGAN MENGATUR LEBIH LANJUT
MATERI UNDANG-UNDANG

Pasd 2 : Majels Permusyawaraian Rakyet ....... dan diatur lebih lanjut dengan undangrundang.”

2 Paad 6 ayat (3): Syarat-syarat untuk menjad Presiden dan Wald Presiden diatur lebin lanjut dengan undang-
undang.

3  Pasd6ayat(5) : Taa cara pebksanaan pemiinan Presiden dan \Wald Presiden lebin lanjut diatur dalam
undangrundang.

4. Pasa 11 ayet (3) : Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian intemasional diatur dengan undangrundang.

5  Pasad12: Presden menyaiakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akiatrnya keatban bahaya ditetapkan
dengan undangrundang.

6 Pagd 15 : Presden memben gelar, tanda jasa, dan lainHain tanda kehomatan yang diatur dengan undang-
undang.

7. Pasa 16: Presden membenik suatu dewen pertimbangan yang bertugas memberkan nasihat dan
perimbangan kepada Presiden, yang selanutnya diatur dalam undangrundang.




LANJUTAN.......

8. Pasd 17 ayat (4). PembeniLkan, penguibahan, dan pembubaran kementerian negara detur cemundengundang.

O Pad 18 ayat (1): Negara Kesalen Repudk Indonesia diveg alas daerahrdeerah provinsl den dagrah provingl itu
dibag aas kabupeien dn kola, yarg tiap-tiap provingl, kabupaten, dn koa itu mempunyal pemeniahan daerah,
Ya deiur dargenucbrgundang.

10. Pasd 18 ayat (7). SusLnen dan tala cara penyelenggaraan pememtahan deeh detr dsmurdargundang.

11.Pasal 18A ayat (1) : Huoungan wenerang antara pemerniah pusat dan pemenniah daerah provinsi, kabupaten, dan
kota. atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, detur dergen Urierguroarg dengan: memparhatikan kelkdususan dan
keragaman daerah.

12 Pt 188 2t (1) : Negara mengakul dan menghamatl satuanssatian pemermtahan daerah yang bersifat knusus atau
beI'SifaIiS.lTBI\B.ya’gdaMoErmlumgundang
13 Pasal 18B ayat (2): Negara mengekul den menghommat kesafliankesailian mesyarekat hukum adiat serta hakek

tradisonalnya sepanaing mash hidup dan sesual dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Repj:i< Indon&sla, yarg diatr cebm uncergundang.




LANJUTAN.. ...

14. Pasd 19 ayat (2) : Susunan Danen Perwakdan rakyat detur dergenursengundang.

15. Pasd 20A ayet (4) : Keteniuan lebin lanjut terntang hak Danen Peiwaldan Rakyet dan hak anggoia Denen
Pervwaldan Rakyat datr csmurdargundang.

16 P22 Keteniuan lebin lanjut tentang tata cara permbbeniukan undang-undang deiur cegnurdengundang.

17. Pasal 22B Anggoia Danean Perwakian Rekyet dayat dibernentikan dan jbatannya, yang syarat-syarat dan tata
Caralnya datur deemudargundang.

18. Pasa 22C ayat (4) Susunan dan kedudukan Danen Perwakian Daerah deur csgnuergundang.

19. Pasd 22D ayat (4): Anggoia Denen Perwakian Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan
tala Caranya dar cemudirgundang.

20. Pasal 22E ayat (6): Ketentuan lebin lanjut tentang pemiinan umum detr degenurdergundang.




LANJUTAN. ..

21. Pasa 23A: Pagk dan punguian lain yang bersifat memeksa untuk keperiuan negara diatur dengan undangrundang.
22. Pasal 23B: Mecam dan harga maia uaing ditetappkan dengan undangrundang.
23. Pasal 23C. HaHhal lain mengenal keuangan negara diatur dengan undangrundang.

24. Pasal 23D: Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenaingan, tanggung jaweb, dan
Indepedensiya diatur dalam undangrundang.

25. Pasd 23G ayat (2): Keteniuan lebih lanjut mengenal Badan Pemerksa Keuangan diatur dengan undangrundang.

26. Pasa 24A ayat (5): Susunan, kedudukan, keanggataan, dan hukum acara Mahkameh Agung serta badan peradilan
di bawahnya diatur dengan undangrundang.

27. Pasal 24B ayat (4) Susunan, kedudukan, dan keanggoiaan Koms Yudisal diatur dengan undangrundang.

28. Pasal 24C ayat (6): Pengangkatan dan pemberhentian halkam konstitusl, hukum acara serta lainnya tentang
Viehkameh Konstituisi diatur dengan undangrundang.




LANJUTAN.. ..

29. Pasal 25A Negara Kesatan Repubkk Indonesia adialah seluah negara kepulauan yaing bercin Nusaniara dengan
wiayah yang balas-batas dan hak-hakinya despien drgnudargundang.

0. Pasd 26 ayat (3): Hathal mengenal warga negara dan pendudUK detur drgen undargundang.

3L Pasd 28: Kemeadekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebeganya
ditetapkan dengan undangrundang.

3. Pasd 30 ayat (5) Susuen dan keduoukan Teniara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Repulkk Indonesia
hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Repuiok Indonesia di dalam menpglankan
tugasnya, syarat-syarat kekutseraan waiga negara ddam usdha pertahanan dan keamanan daur g
undangrundang.

3B r=dz1aa(3) : Pememizh mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, dalam
rangka meningkatkan ketmanan dan ketakwaan serta akhiak muka delam rangka. menoerdaskan kehdupan bangsa
Ya deiur dargenuncbrgundang.

A PR (5) Keteniuan lebih lanjut mengenal pelaksanaan pasal inl detur cemundargundang.
D rexar @) Ketentiuan lebin lanjut mengenal pelaksanaan pasal inl detur dem undargu g,

3 r= 3 Keterilian lebih lanjut mengenal Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kelbangsaan diatur
dengan undangrundang.

e



D. KEWENANGAN MENAFSIRKAN
KEBUTUHAN UU OLEH PEMBENTUK UU

untuk hidup serta
mempertahankan hidup membentuk keluarga dan melanjutkan
Pasd 10 aWt (1) wi12/2011 berkewajiban menghargai hak orang dan kehidupan keturunan, hak anak atas kelangsungan
dan pihak lain serta tunduk kepada (Pasal 28A) ** hidup, tumbuh, dan berkembang serta

. - . perlindungan dari kekerasan dan
Materi muatan yang harus diatur dengan Undang- pembatasan yang ditetapkan UU disiriminasi

(Pasal 28J) **

. . Xk
U‘Iih’g berisi: (Pasal 28B)
1. pengaturan lebih lanjut mengenal ketentuan mengembangkan diri, mendapat
perlindungan, pemajuan, pendidikan, memperoleh manfaat dari
Ud’org-U“Ch’g Dasar Negal‘a Repﬂ( penegakan, dan pemenuhan HAM et IPTEK, seni dan budaya, memajukan
adalah tanggung jawab negara, & diri secara kolektif

II’EUESIa Tdm 1945, terutama pemerintah ; 4 : (Pasal 28C) **

2. petintah suatu UndengUnderg untuk diatur s  HAK ASASI
m Uﬂag—Undan . hidup sejahtera lahir dan batin, MANUSIA J pengakuan yang sama di hadapan
g’ hukum, hak untuk bekerja dan

memperoleh pelayanan kesehatan,

e . . kesempatan yg sama dalam
3 pengesahan perjanjian intemasional tertentu;, mendapat kemudahan dan periakuan “ J pemerintahan, berhak atas status

khusus untuk memperoleh
kewarganegaraan

4.tindak lanjut atas putusan Mehiareh EER ) G Y (Pasal 28D) *

mencapai persamaan dan keadilan

Konstitusi; dan/atau (Pasal 28H) **

5.pemenuhan kebutuhan  hukum dalam perlindungan diri pribadi, keluarga, “elelesi el i
kehormatan, martabat, harta benda, meyakini kepercayaan, memilih
masyarakat- dan rasa aman serta untuk bebas dari berkomunikasi, memperoleh, kewarganegaraan, memilih tempat

penyiksaan mencari, memiliki, menyimpan, tinggal, kebebasan berserikat,

Pasal 28G) ** mengolah dan menyampaikan berkumpul dan berpendapat
: ) informasi, (Pasal 28E) **

(Pasal 28F) **

,‘




HIRARKI PERATURAN PERUUAN DITENTUKAN OLEH SUMBER

KEWENANGAN
uD1%45 | VR
TAPMR j > MR
UUPepou ) DFRdan Presiden
Peraturan Pemerinteh | Presiden
Peraturan Presiden | . Presiden
Perda Provinsi | Guberur den OFRD
Perda Kab/Kota Bupatl/ \Walkoia den




PENGELOMPOKKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SELAIN
DALAM PASAL 7 AYAT (1) UU 12/2011)

Pasdl 8 ayet (1) UJP3, dapat dkelompokian, sebaggai berikut

Pertama, peraturan yang ditetajpkan oleh lembaga negara yang kewenaingamya diberikan oeh ULD
1945.

Keolg, peraturan yang ditstapkan oeh Bark Indonesia, Menteri, badan, lembegg, aiau komisi yang
setingkat yang dibentuk dengan UndtangUnoaing atau Pememiah atas  perintah
UndangUndag

Ketga, Denen Pewaldan Rakyet Daerah Proving, Gubemur, Denen Pewakdan Rakyat Daerah
KabupatenKoia, BupatiValkota, Kepala Desa atau yang setingkat




4. BATASAN KEWENANGAN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN

Kenenangen mambenik Reguies




A. SUMBER WEWENANG

. Alrbusi dan Delegas Pembeniukan aturan:
Atbus (kewenangan Lembagga) » Atribusi : Apabia kenenangan membentik aturan diatur
-lembaga Negaa  yag memili daam ketentuan yang mengailr kewerangan sualu
lewerengen atrbusi (asi) ceem WD atau becbniermbaga can cbefiasdkan secarm umum ceam
W ruang ingkup kenenangamya?
* Delegas : Apabia kewenangan membenik aturan diatur
= lemiega Negara  tersebut,ada pech delam ketentuan yang bukan mengatLr kenerangamya,
hirarki  paing tinggi  ddbm den henya diberikan oleh suatu ketentuan undang-
kelembegpaya undang untuk mengatlr lebih lanjut? Menggunakan
.mmn”cﬁaturdengan”obn”diaturdalam”
LN yang diatur kewenangannya daam ULD

Presiden, DPR Gubemur, BupatiVValikota
LN lainnya: B, KPU,QXK dll

®




Pasd 8 ayat (2) WJ No. 12 Taun 2011: “Peraturan
(1) diakui keberadaamnya dan mempunyal kekuatan
hukum mengkat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan
Perundangrundangan yang lebih tinggi (Verordnung)
alau dibentuk berdasarkan kewenangan (Auonome
Satzung).”

Hans Nawiasky, memiedakan noma hukum negara

dalam 4 (empat) kategori pokok, yaitu

1. Seadundamenianons  (Normafundamental
negara),

2. Seagudgessz (aturan  dasanfpokok

negara),
3. Fomda Geseiz (undangrundang formal) den
4

. Veodwuyg & Auonome Saarg  (Aturan
pelaksana dan Aturan atonom).

Acha dua bentuk peraturan di banweh UndangUndang yang merypakan
peraturan hasil penyerahan kewenangan mengatur dari undang-undang
yaitu peraturan pelaksanaan (Verordnung) Kewenangan Delegasi dan
Peraturan oionom (Auionome Satzung)) Kenenangan Atribusi.




Conioh Kenenangan Atrbusi delam membeniuk aturan

1 Pasal 13 huruf b UndanglUndang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemiu, meneniukan : "KPU bewenang : menetapkan
Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;”

2 Pasd 1 agka 8 UJNOo. 23 Tan 1999 tentang Bark Indonesa
“Peraturan Bark Indonesia adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Bark Indonesia dan mengkat setiap orang
atau badan dan dmuat dalam Lembaran Negara Republk Indonesia”
3 Pasd 8 UndangUndang No. 21 Tahun 2011 tentang QK
Unitk mebksanakan tugas pengaturan sebagaimana dmeaksud dalam Pasdl 6, QKmempunya wenwerang,
a. mengtlgpkan peraturan pelaksanaan UndangUndang ini;
b, menetapkan peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan;
¢ menglapkan peraturan dan keputusan QK
d menelgpkan peraturan mengera penganesan di sekior jgsa keuangan;
e. menetlgpkan kebijakan mengenal pelaksanaan tugas QK
f  meneigpkan peraturan mengenal tata cara penetajpan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak
tertentu;
g menglgpkan peraturan mengerd tata cara penetapan pengelola statuter paca Lembaga Jesa Keuangan,
h  menetgpkan strukiur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelhara, dan menatausahakan kelkayaan dan
kewagban; dan
L menetgpkan peraturan mengenal tata cara pengenaan sanksl Sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di sekior jgsa keuangan. @



Conioh kewenangan delegasi dalam pembeniukan peraturan :

1 Pasal 145 ayat (1) dan ayat (2) UJNo. 7 Taun 2017 tentang Pemiu
) Uik medksandkan penganesan Pemiu sebegamama diatur  dalam
UndangUndang ini, Bawesu membenik Peraturan Bawesu den
meneiapkan kepuiusan Bawaslu.
2) Peraturan Banwesu sebagamana dmaksud pada ayat (1) meupskan
pelaksanaan peraturan perundang-unctangan
2.. Pasd 437 ayat (7) UJPemu .

Ketentuan mengera tata cara akreditasi pemaniau Pemiu diatur dalam
Peraturan Banedu

3. Pasal 439 ayat (7) WPemu

Keteniuan lebih lanjut mengeral bentuk den format tanda pengerd pemantau
Pemiu diatur dalam Peraturan Bawaslu.

Dari  segi kewerangen
Kelembagaan, Banesu
mendudlkd  hirarki  tertinggi,
sehinggadelegasipengaturan
ada di Bawasu, tidak boleh di
Banesu  Provinsi, apalag
Kab/Kota.




KEDUDUKAN PERATURAN MENTERI 7

= Peraturan Delegas = tidak dajat dibentuk tanpa adanya delegas aturan lebin tinggi
= Secara Kelembagean : Menten Pembantu Presiden.

= Kedudukan Peraturan Menter jka menggunakan Pasdl 8 ayat (2) WJ No. 12 Tahun 2011 “Peraturan
Perundangundangan sebagaimana dimaksud paca ayat (1) diakul keberadsanmya dan mempunyal kelkuatan
huum mﬂasepanjang diperintahkan oeh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi (Verordnung)




B. MATERI MUATAN PERUUAN DAN PENDELEGASIAN MATERI

Pasal 10 ayat (1) W 12/2011: "Materi musian yang

harus diatur dengan Undang- Undarg berisi”

a. pengailran lebh lanjut mengenai ketentuan Undang-
Unceng Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

b. perintah suatu UndangUncang untuk diatur dengan

UndangUndang;
¢ pengesahan pefjanjan intemasional tertentu;

d. tindak lanjut atas putusan Mahkareh Konstitusi;

dan/atau
e pemenuhan kebuiuinan hukum delam masyarakat.

Pasd 11 WJ12/2011
Materi mustan Peraturan Pemeriniah Penggant Undang-
Unclng sama dengan matert mustan UndangUndang.

Pasd 12
Mate muatan Peraturan Pemenniah berisi maten untuk
menalankan UndanglUndang sebegaimana mestinya.

Pasd 13

Maten muatan Peraturan Presiden berisi maten yang
diperintahkan oleh UndangUndang, materi untuk
mebksanakan Peraturan Pemerniah, atau materi untuk
melaksanakan  penyelenggaraan  kekuasaan
pemerintahan.

Pasd 14

Maten musien Peraturan Dagiah Provins dan Peraturan
Daerah KabupatenKota berisi materi muatan dalam
rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas
pembaniuan serta merampung kondisi khusus daerah
danvatau pengbaran lebh lanjut Peraturan Perundang-
undangan yang lebih tinggi.




SUBYEK YANG DITUJU DALAM PENDELEGASIAN MATERI

Pendelegasian Pengaturan Perundang-Undangan seharusnya berjenjang sesuial kewenangar:
a Kenerangen Kelembegaan Pemboanik
Ja UndangUndang, nea delegasinya be Peratran Pememiah aiau Peraturan Presiden, seielah Peraturan
Pememiah turun ke Menteri.

b. Berbeda dengan Peraturan Lembaga Negara yang kewenanganmya diatur oeh UndanglUnoarng Desar, dapat
dibenarkan bila dibenkan kewenangan delegasi mengatr secara langsung oleh undangrundang. Karena
eksistens! lembaga negara ini mendapatkan kewernangan atnbusi dan UndanglUndang Desar.

c. Bebeda halnya dengan Peraturan Menten yang harya mendapatkan delegasi kewenangan dari Presiden,
sehingga tidak tepat ketika undangrundang langsung melewall “tanggatangga” dioanahnya dan memberkan
kewenangan secara langsung kepada seorang Menteri.

d. Diperiukan pembedean antara derajat peraturan yang dikeluarkan deh lembega negara yang kenenangamya

diatur deam WD dengen peraturan yarg dikeluarkan deh Menienl.embagaKomis yag kenerangamya: diatur
dalam

UndangUndang
e. Batbeda dengan Presiden yang memilki kekuesaan sebagal pemegang kekuesaan pememiahan menurut

UncangUndang Desar (Pasal 4 ayet (1) UD 1945), sehingga kewenangan Presden membenik Perpres
bersumber dan kewenangan Presiden daam menplankan kelduasaan pemeriniahan. (Diskresi)
f  Kedudukan Menten berbeda dengan kekuasaan Pemermiahan yang terbbagi antara pemermiahan Pusat, Provinsi,

kabupatenkota (Pasal 18 ayat (1) ULD 1945) menuntkkan behwa UndangUndang yang dinasikan oleh
Presden dan DPR isa memberkan delegasi keppada Presiden dan Pemermiahan Daerah.

®




CONTOH PERATURAN MENTERI [TU DILAKSANAKAN  ATAS PERINTAH PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN LEBIH TINGGI NAMUN DALAM LEVEL YANG BERBEDA-BEDA:

1. Peraturan Menteri Daam Negai Repdok Indonesa Nomax 80 Tawun 2015
Tenang Pembeniuikan Produk Hukum Daerah belwa unituk melaksanakan ketentuan Pasal 243 ayat (3) Undang

Unceng Nomaor 23 Taun 2014 tentang Pememianan Degrah yang mengair mangenal tata cara pemberien nomar
register peraturan daerah yang meupakan bagan dari pembenikan produk hukum daerah dan dnamia

perkembangan peraturan perundangundaingan mengerda produk hukum daerah.
2. Peraturan Menten Daam Neget Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyerahan Urusan Pemenmiahan

Kabupaten/Koia Kepaeda Desa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemeriniah Nomor 72
Tahun 2005 tentang Desa.

3. Peraturan Menteri Délam  Negei Repok Indonesa  Nomor 138 Tawn 2017
Teniang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Saiul Pintu Daerah bahwa Uniuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 25 Ayet

(1) Peraturan Presiden Nomar 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
4. Peraturan Menten Riset, Teknoog, Den Pendidkan Tinggi Repuok Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tenang

Pengopbungen Den Penyatuen Perguruan Tinggl Sesia behwar uniuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (6)
Peraturan Menten Riset, Teknolog, dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendinan, Perubahan,

Pembubaran Perguruan Tinggl Negen dan Pendinan, Perubahan, dan Pencabutan 1zin Perguruan Tinggl Swest,
periu menetapkan Peratran Menien Riset, Teknolog, den Pendidkan Tinggl tentang: Pengopbungen den Penyaten
Perguruan Tinggl Shes; @



Daerah

e

/"Negara Kesaiuen Repubk Indonesia dibagi atas
daerahdaerah provinsi dan daerah provinsi itu
dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap
provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunya
pememiahan daerah, yag diatur dengan

kmcbng—mcbng J

D

Pasal 18 ayat (6) ULD1945:

Pememiahan daerah berhak meneigkan peraturan
daerah dan peraturanperaturan lain untuk
melaksanakan atonomi dan tugas pembaniuan.

®




OTONOMI, DESENTRALISASI DAN DEKONSENTRASI

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945
Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan
daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan

otonomi dan tugas pembantuan. \ desentralisasi daerahnya

' Tuges Pembantuen  Konkuren (pusat-prov-
kab/kota)

Pasal 236 ayat (1) UJPamoha Unitk menyelenggarakan Olonomi
Daerah dan Tuges Pembaniuan, Daerah membeniuk Perda.

= Asas Oilonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemeatiniahan Deerah berdasarkan Olonami Daerabh.

= Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pememiahan deh Pemermiah Pusat keppada daerah atonom berdasarkan Asas Otonomi.

= Dekonsentrasi adalah peimpahan sebagian Urusan Pemerintiahan yang menjad kenenangan Pemeriniah Pusat kepada guibemur sebagai wakil Pemeniah Pusat, kepada
instansi vertikal di wiayah tertentu, dan/atau kepada gubemur dan bupatiiwall kota sebagal penanggung jawab urusan pemenniahan umum
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